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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

1. Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala 

Desa Tanjung Seru Yaitu: Dalam aspek memberikan dan menyebarkan 

informasi kepada masyarakat, pemerintah desa telah melakukan 

berbagai upaya melalui musyawarah desa, sosialisasi, rapat, surat 

pemberitahuan, dan media komunikasi lainnya, namun informasi belum 

diterima secara merata oleh seluruh masyarakat karena rendahnya 

partisipasi warga dalam kegiatan desa. Dalam aspek penyampaian 

laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada 

akhir masa jabatan, Kepala Desa telah melaksanakan kewajibannya 

melalui forum musyawarah desa, tetapi tingkat kehadiran masyarakat 

yang masih rendah menyebabkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat belum terwujud secara maksimal. Sementara 

itu, dalam aspek pengayoman kepada masyarakat, Kepala Desa telah 

berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, penyelesaian konflik, 

serta menjaga keamanan dan ketertiban desa, namun pelaksanaannya 

belum dirasakan secara merata oleh masyarakat karena masih terdapat 

warga yang merasa kurang diperhatikan dan belum memperoleh respons 

yang cepat terhadap permasalahan yang dihadapi. 
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2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Dalam Implementasi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah 

Tanfidziyyah yaitu: Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kinerja 

Kepala Desa Tanjung Seru juga belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah). 

Prinsip amanah belum terlaksana secara maksimal karena keterbukaan 

informasi kepada masyarakat masih terbatas, prinsip keadilan belum 

terwujud secara optimal karena akses masyarakat terhadap informasi 

dan partisipasi belum merata, sedangkan prinsip kemaslahatan belum 

tercapai secara maksimal karena rendahnya keterlibatan masyarakat 

menyebabkan aspirasi dan kebutuhan warga belum sepenuhnya 

terakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan 

demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait 

kinerja Kepala Desa di Desa Tanjung Seru masih memerlukan perbaikan 

guna mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, adil, 

partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai 

dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah. 

B. Saran 

1. Kepala Desa diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi 

kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media informasi 

desa, seperti musyawarah desa, papan informasi, media sosial, maupun 

sarana Komunikasi lainnya. Selain itu, Kepala Desa perlu meningkatkan 

Komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar informasi 
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mengenai program, kegiatan, serta kebijakan desa dapat diterima secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

2. Pemerintah Desa dan perangkat desa perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik serta memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Selain itu, perangkat desa perlu membantu Kepala 

Desa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana secara optimal. 

3. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Kepala Desa sebagai pemimpin 

pemerintahan desa hendaknya senantiasa berpegang pada prinsip 

amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap kebijakan dan keputusan 

yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta 

dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. 
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